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Abstrak
 

Penerimaan pajak memegang peranan penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

terlebih setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Banyak usaha yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah menghilangkan fasilitas perpajakan

yang tidak bermanfaat.

 

Fasilitas di bidang Pajak Pertambahan Nilai yang menarik untuk dibahas adalah adanya penundaan

penyetoran pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 Pemungut PPN diperbolehkan

menyetorkan PPN yang dipungut 15 hari bulan berikutnya setelah pelunasan dilakukan. Penundaan ini

menimbulkan pelanggaran atas Ketentuan Perpajakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan dan penyetoran serta

pelaporan PPN oleh pemungut Pajak Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya, serta menganalisis

kerugian negara yang timbul karena keterlambatan penyetoran oleh Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan

Kontrak Karya.

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan melakukan studi kasus pada tiga

perusahaan yang menjadi supplier Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan tiga perusahaan yang menjadi

supplier Kontrak Karya. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan studi

kepustakaan. Data yang diolah berupa data bukti setoran pajak yang diterima perusahaan untuk transaksi

tahun 2001. data diambil sampai dengan September 2002 untuk melihat besarnya kerugian negara dari PPN

yang belum disetor ditambah dengan sanksi bunga karena keterlambatan penyetoran.

 

Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa mekanisme pemungutan dan penyetoran serta

pelaporan PPN yang dipungut oleh Pemungut Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya berbeda

dari mekanisme PPN umumnya, yaitu adanya hak untuk menyetorkan 15 hari bulan berikutnya dari

pelunasan transaksi. Hal itu menimbulkan kerugian karena adanya pelanggaran Ketentuan Perpajakan

dengan menunda penyetoran lebih lama dari waktu yang ditentukan.
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